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BAB III 
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Dan Penelitian 
Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, yang beralamat di Jalan Karya Jasa Nomor 8, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah norma hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang. Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik penyelenggaraan Pilkada di lapangan, khususnya dalam menilai kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian tertulis terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji pelaksanaan norma hukum dalam kenyataan.
 Penggunaan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan agar kajian hukum tidak hanya berhenti pada telaah terhadap aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik. Kajian normatif digunakan untuk memahami dasar hukum, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan suara susulan, sedangkan kajian empiris digunakan untuk menilai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam penyelenggaraan Pilkada Deli Serdang. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum yang mengatur pemungutan suara susulan dengan implementasinya di lapangan.

C.   
Sumber Data
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan dilaksanakannya pemungutan suara susulan, tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara, serta hambatan yang dihadapi dalam menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat dalam kondisi bencana. Selain melalui wawancara, data primer juga diperoleh dari dokumen resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada Deli Serdang, seperti keputusan KPU, berita acara, serta dokumen lain yang relevan dengan pemungutan suara susulan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis proses penetapan kebijakan pemungutan suara susulan, pelaksanaannya di lapangan, serta keabsahannya apabila ditinjau dari perspektif hukum pemilu dan hukum administrasi negara. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini bersifat empiris karena diperoleh dari sumber langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa peraturan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang Tahun 2024. 

6. Berita acara dan dokumen resmi KPU Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan akibat bencana banjir. 

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024.
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini, seperti: Buku-buku, Jurnal ilmiah, Doktrin hukum 
c. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan-peraturan Pemilikada, serta sumber yang mengonfirmasi pemahaman umum tentang prosedur pemilihan umum. Sumber-sumber tertier tersebut meliputi: Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum dan publikasi
D.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan keabsahan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari bahan tertulis, tetapi juga dari fakta pelaksanaan di lapangan.
 Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir
E.  
Teknik  Analisis Data

 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh, baik dari bahan hukum maupun hasil penelitian lapangan, kemudian menafsirkannya dalam hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui penalaran hukum untuk menilai kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang. Dalam penelitian hukum, analisis kualitatif dilakukan dengan memahami makna norma, menghubungkan norma yang satu dengan norma lainnya, serta menilai penerapannya dalam peristiwa konkret. Oleh karena itu, penafsiran hukum digunakan sebagai alat analisis, antara lain melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan konstruksi hukum. 
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